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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dan telah dijelaskan di dalam 

bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebegai penutup 

dari penulisan hukum yang berjudul “Analisis Keabsahan Perjanjian Langganan 

Bersama Layanan Musik Berbayar (Spotify) Oleh PT Seakun Global Teknologi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik” sebagai berikut. 

A. Keabsahan Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara 

Seakun.id dengan Konsumen dapat dianalisis berdasarkan Pasal 52 PP No.80 

Tahun 2019. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian elektronik tersebut tidak memenuhi beberapa 

syarat sah perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 52 PP No.80 Tahun 2019 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebelum Adanya Kesepakatan 

Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara Seakun.id 

dengan Konsumen belum memenuhi Syarat Keabsahan Perjanjian 

Elektronik Yang Kedua yaitu Informasi-informasi yang tercantum 

dalam Penawaran secara Elektronik harus sesuai dengan informasi-

informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik. Hal ini 

dikarenakan terdapat informasi-informasi yang tidak dicantumkan 

pada Perjanjian Elektronik. 

2) Syarat Keabsahan Perjanjian Elektronik Setelah Adanya Kesepakatan 

Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara Seakun.id 

dengan Konsumen belum memenuhi Syarat Keabsahan Perjanjian 

Elektronik Yang Keempat yaitu Perjanjian Elektronik wajib untuk 

dibuat dan dinyatakan mengikat oleh subjek hukum yang cakap atau 

yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini dikarenakan walaupun telah diatur dalam 

Syarat dan Kondisi, tetapi dengan tiadanya tatap muka antar para pihak 

pada perjanjian elektronik maka pemenuhan terhadap syarat ini sulit 

untuk dibuktikan. 
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Selain itu Perjanjian Langganan Bersama Spotify Premium antara 

Seakun.id dengan Konsumen belum memenuhi Syarat Keabsahan 

Perjanjian Elektronik Yang Keenam yaitu Objek transaksi dari sebuah 

perjanjian elektronik tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini 

dikarenakan Syarat Dan Ketentuan Spotify menyatakan bahwa pihak 

manapun dilarang untuk menjual kembali layanan-layanan yang 

diberikan oleh Spotify baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain daripada itu juga Seakun.id tidak menjelaskan mengenai adanya 

hubungan hukum antara Spotify dengan Seakun.id yang menyatakan 

bahwa Spotify menyetujui dan mengizinkan penjualan layanan Spotify 

Premium melalui Seakun.id. Maka dari itu dapat dikatakan penjualan 

dan pendistribusian akses dari layanan Spotify Premium Family seperti 

metode dan skema yang dilakukan tersebut tidak diperbolehkan. 

 

B. Pertanggungjawaban Seakun.id sebagai pelaku usaha apabila terdapat 

kerugian yang dialamu Konsumen dapat dianalisis sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam PP No.80/2019. Berdasarkan analisis yang telah 

dipaparkan dalam Bab IV dapat disimpulkan, Seakun.id dalam hal ini sebagai 

Pelaku Usaha wajib untuk bertanggungjawab apabila: 

1) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya kelalaian dari 

perangkat lunak penerjemah otomatis dalam sistem elektronik yang 

digunakan oleh Seakun.id; 

2) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya kesalahan teknis 

dalam sistem elektronik; 

3) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya kebocoran dan 

pemanfaatan data pribadi yang melawan hukum; serta  

4) Konsumen mengalami kerugian akibat adanya barang dan/atau jasa 

digital yang tidak dapat dioperasikan.  

Seakun.id sebagai pelaku usaha wajib bertanggungjawab jika Perjanjian 

Elektronik tersebut sah secara hukum. Apabila perjanjian tersebut tidak sah, 

maka Konsumen juga tidak akan dapat meminta pertanggungjawaban dalam 

bentuk apapun kepada Seakun.id. 
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2. Saran 

A. PT Seakun Global Teknologi harus lebih memperhatikan perjanjian 

elektronik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terutama mengenai syarat sah 

perjanjian elektronik yang masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mengenai informasi-informasi 

dalam Penawaran Secara Elektronik dan Kontrak Elektronik yang belum 

sesuai. Selain itu juga untuk meningkatkan lagi agar orang-orang yang tidak 

cakap hukum untuk tidak dapat mengakses dan melakukan perjanjian 

langganan bersama. Kemudian juga dalam perolehan layanan-layanan untuk 

lebih memperhatikan syarat dan kondisi yang telah diatur oleh provider 

masing-masing, dalam hal ini Spotify, agar dapat menyesuaikan dengan 

aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. 

B. Pemerintah harus dapat mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 80 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kepada 

masyarakat, baik masyarakat selaku Pelaku Usaha dalam kegiatan 

perdagangannya maupun kepada masyarakat sebagai Konsumen agar 

mengetahui hak-hak nya dalam perdagangan melalui sistem elektronik. 

C. Diharapkan kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih bijak dalam 

bertransaksi dan mengikatkan diri dalam perjanjian elektronik, serta lebih 

memperhatikan dan membaca syarat dan kondisi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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